PUTUSAN
Nomor 1275/Pdt.Gf2016/PA. Tmk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara carai talak antara:

_ umyr 32 tahun, agama lslam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Cicariang
RT.005 RW. 009 Kelurahan karsamenak Kecamatan Kawaiu
Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT,
5H., Advokat / Penasehat Hukum vang berkanter di Perum
Bumi Citra Saguling Biok B8 No. 15 Kota Tasikmataya
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2016 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1436/Req.K/2016/PA Tmk. tanggal 05 September 2016, sebagai
Pemohon;
melawan

_, umur 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan | tempat
kediaman di Cicariang RT.C05 RW. 009 Kelurahan karsamienak

Kecarmnatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai Tarmohon;

Pengadilan Agama tersebut,
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemochon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan,
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September
2015 telah mengajukan permohanan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
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1275/Pdt. G/2018/PA Tk, tanggal 05 September 2016, dengan dalil-dalil

sebagai berikut;

1. Bahwa, pada hari Selasa, Tangga! 06 November 2012 Pemchon telah
melangsungkan pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai
Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kab.
Garut, sebagaimana fernyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
S65/58/X1/2012 yang terbit tertanggal 06 November 2012 dan wusia
pemikahan antara Pemohon dan Termohcn sampai sekarang kurang lebih
"4 (empat) Tahun;

2. Bahwa, Setelah akad pernikahan Pemohon dan Termohon pernah
merasakan kehidupan Rumah Tangga vang rukun dan bahagia dan dari
perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 { satu
) oranyg anak;

3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya sekitar awal Tahun 2014 antara Pemohon
dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara
Femahon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan;

4, Bahwa, perselisihan dan percekcokan tersebut selain sudah tidak ada
kecocokan, juga terutama di karnakan antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, dan
Termchon sering meminta yang lebih dalam masalah nafkah lahir kepada
Pemochom;

5. Bahwa, selanjutnya perselisihan dan percekcokan ferus terjadi dan
puncaknya sekitar Tahun 2015 kurang lebih 1 {satu) Tahun antara
Pemohon dangan Termahon telah berpisah rumabh,

&§. Bahwa, Pamochon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga
bersama Termchon dan meminta bantuan keluarga akan tetapi tidak
mambuahkan hasil;

7. Bahwa tujuan dan suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun
1974 tentang perkawinan adatah untuk membangun suatu keluarga yang
harmenis yang harus dibina bersama amtara Pemohon dengan Termohon,
akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya
penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah
Farceraian,
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8 Babwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya
bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemchon mehon kepada Ketua

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan meameriksa, mengadili, dan

menjatthkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permchonan Pemoher,

2. Menetapkan mengijnkan kepada Pemochon (ADE ABDUL MAJID Bin
MAMAN) Untuk menjatubkan Tahalak 1{satu) Raji kepada Termnshon
{HALIMATUSADIAH Binti ABDUR ROHMAN);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putuskan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telab menguasakan kepada
kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH.,
Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Bumi Citra
Saguling Blok B No. 15 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Agustus 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadiian
Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1436/Reg K/2016/PA. Tmk. tanggal 05
September 2016

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemechon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA} yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut retaas Nomor 1275/Pdt.G/2016/PA Tmk tanggal 08
September 2016 dan 23 September 2018 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pamohon melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pamohaon
tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggll secara resmi dan pahit,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan cleh Kuasa Pemchon;

Bahwa untuk manguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A, Surat

a. Fotokopi KTP atas nama NN
{Pemohon) Nomor : _ Tanggal 27 Agustus 2013
yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tastkmalaya, Bukti
surat tersebut ielah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

b, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomar : S65/58/X1/2012 Tanggal 06
Nopember 2012 yang dikeluarkan cleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
temyata sesuai, falu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. I . ur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
terrpat kediaman di Kp. Cicanang Rt 05 Rw. 09 Kelurahan
Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dibawan
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa, saksi mengetatwi Pemohon dan Termehon menikah pada
tahun 2012;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon  dan
dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
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lebih sejak akhir tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termechon
tersebut tidak pernah dilihat [angsung, akan tetapi diketahui hal
tersebut dar pengaduan Pemoheon dan Termohon,

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termahon disebabkan
karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan
Pemchon yang tidak mampu/ kurang member nafkah karena
Pemohon yang bekerja serabutan penghasilannya tidak tetap;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termoheon sudah
pisah rumah sejak 1 tahur yang lalu sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, bak saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagt dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. I . 50 tahun, agama Isiam, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cicariang R{ 05 Rw. 09

Kelurashan Kersamanak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenai dengan Pemohon dan Termchon ¢an memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemchon dan Termehon adalah suami
isteri yang sah;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termahon
dan dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa, saksi mengetabul rumah tangga Pemoben dan Termohon
sudah Yidak lagi harmonis, $ering terjadi perselisihan dan
pertengkaran  akhir tahun 2015 yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termchen sudah pisah rumah sejak sejak 1 tahun
yang lalu sampal dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
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- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemochon dan Termohon
tersebut pernah dilihat dan / didengar iangsung sebanyak 1 kali;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi,
Termchon tidak menerima keadaan Pemchon yang tidak mampu/
kurang memberi nafkah;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemchon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebit baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pemochon telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokcknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang
mengabufkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidany ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan inf;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemchon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 20 Agustus 2016, vang telah terdaftar ¢i Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomaor
1436/Req.K/2016/PA.Tmk. tanggal 05 September 2018, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasai 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
6 Tahun 1994 tertang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA} Kuasa Pemchon, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomar 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oieh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Pemchon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesicnal;
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Menimbang, bahwa ternyata Termochon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbanyg, babwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 28 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohanan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon {verstek};

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3% Undang-undang Nomor 4
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomaor 7 Tahun 1985, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009, jo. Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh
karea itu perkara ini harus segera diputuskan,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pemah hadir di
persicangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memenntahkan
para pihak untuk melaksanakan madiasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraiuran Mahkamah Agurg Republik
indenesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirmya Termohon dapat dikabuikan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemaohaon urtuk mambuktikan calil-dalit permohonannya,

fMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daiil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbanrg, bahwa bukti P.1 (Folokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi buktl tersebut menjelaskan mengenai agama Pemaohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
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memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volfedig en hindende bewijskracht),

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah} yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukfi tersabut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termochon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat format dan materil, serta
mempunysi kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat {vofledig en
bindende bewijskracht),

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-crang yang dekai dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemaohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemahon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemchon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Pemchon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemaohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rurmah tangga Pemchon dan
Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi
diketahui hal tersebut dari pengaduan Pemohen dan Termohon dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan cleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasat 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemchon, adalah keluarga atau orang dekat
Pamohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HiR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemehon dan
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Tarmohon, adalah fakta yang permah dilihat dan / didengar langsung sebanyak
1 kali

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, cleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai aliat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain cleh karena itu
keterangan dua crang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Temochon beragama Islam dan Termohon
bertemnpat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Pemochon dan Termchon merupakan suami isteri yang menikah
pada tahun 2012 di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut,

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
dan dikaruniai 1 crang anak;

4.  Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termchon sejak akhir tahun 2015
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena masalah ekonomi, Termohoen tidak menerima keadaan
Pemphon yang tidak mampu/ kurang memberi nafkah karena Pemohon
yang bekerja serabutan penghasilannya tidak tetap;

6. Bahwa akibat perseiisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan selama itu
pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak
dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Permohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

£  Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termehan, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon
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dan sugah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah
tangga,
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemchon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2.  Bahwa Pemohon dengan Termchaon adalah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa dalam rumah iangga Pemohon gan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4.  Bahwa sudah ada upaya yang maksimat untuk merukunkan Pemuaohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Babwa, rumah tangga Pemochon dan Temnohon telah pecah {marriage
breakdown) sehingga rumah fangga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
hvaespait),

.  Batwa alasan perceraian Pemochon tigak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemchon dan Termchon beragama lslam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama ota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan {2}, jo.
pasal 73 ayat {1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nemor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 563 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1875, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
islam, perkara ini merupakan kempetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menuryt hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesual dengan Pasal 2 Undang-undang Nomar 1
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Tahun 1874 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standf in judicia), dan perkara ini
menjadi kompetensi absclut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemchon dan Termohen sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal uniuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi Pemochon menyalakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan iagi {onheel baar tweespalf), sehingga tujuan
permikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum 1slam dan sebagaimana dimaksudkan al Quran
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah fidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Pamohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertanankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menclak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah,

C.Yhadli.,d@.uh adlie uldalt £ )d

“Menolak kerusakan febih didahwukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwsa karena rumah tangga Pemohen dan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 118 huryf (f} Kompilasi Hukum lslam, sehingga permohonan
Pemohon patut untuk dikabulkan;

% Bahwa alasan perceraian Pemohon lidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum {onrechitmatige daad), maka sesuai Pasal 125 {1}
HIR permoheonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohen telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohen yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, Majells Halkim dapat mengabulkan permochonan
Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
rajl terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadiian Agama Kota
Tasikmalaya,

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak vang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isten atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dani talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 206 dan perubahan kedua cengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Jkrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan
Termochon bertempat tinggal dan kepada Pagawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agarna di tempat perkawinan Pemohan dan Termohon dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor S0 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan perfimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (G o«
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohen (GGG

B dcpan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk

mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi
Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 5 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Fakhrurazi, 5.Ag., M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.HI.. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, cleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Enck
Sofa, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon
tanpa hadirnya Termaohon;

Hakim Anggota

w3

Ahmad Rifai, S.HI.. Fakhrurazi, S.Ag., M.H.L
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Hakim Anggota

Panitara Pengganti

Dra. Hj. Enok Sofa, SH.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp  30.000-
2. Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000 -
4, Redaksi X Rp. 5.000,.-
5. materai : Rp. 5.000,-

Jumnlah Rp. 381.000-

{tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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